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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, 

tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa 

lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkinAllah SWT tidak mengatur 

hal yang demikian penting.
1
 Salah satu contohdapat kita lihat dalam QS. Al-Baqarah 

(2): 282, 

 

َٰٓأَُّٚٓاَ  َٚ  ٍَ ٗ فَ  ٱنَّزِٚ ًّّٗ سَ َٰٓ أجََمٖ يُّ  ٗ ٍٍ إنَِ ۡٚ اْ إِرَا تذََاَُٚتىُ تِذَ َٰٕٓ  تِ  ٱكۡتثُُُِٕ  ءَايَُُ
ُكَُىۡ كَاتةُُِۢ ۡٛ نۡٛكَۡتةُ تَّ لََ ٚأَۡبَ  ٱنۡعَذۡلِ  َٔ َٔ

 ُّ ًَ ا عَهَّ ًَ ُ  كَاتِةٌ أٌَ ٚكَۡتةَُ كَ همِِ  ٱللَّ ًۡ نُۡٛ َٔ ِّ  ٱنَّزِ٘فهَۡٛكَۡتةُۡ  ۡٛ نۡٛتََّكِ  ٱنۡحَكُّ عَهَ َٔ َ ُ  ٱللَّ ُّ شَۡٛ  ۥسَتَّّ ُۡ لََ ٚثَۡخَسۡ يِ ا    ّٗ َٔ

 ٌَ ِّ  ٱنَّزِ٘فإٌَِ كَا ۡٛ ُ  ٱنۡحَكُّ عَهَ نُِّّٛ َٔ همِۡ  ًۡ َٕ فهَُۡٛ مَّ ُْ ًِ ٔۡ لََ ٚسَۡتطَِٛعُ أٌَ ُٚ ٔۡ ضَعِٛفاً أَ  ٱنۡعَذۡلِ  تِ  ۥسَفِٛٓاً أَ

ِٓذُٔاْ َٔ  جَانِكُىۡۖۡ فإٌَِ نَّ  ٱسۡتشَۡ ٍِ يٍِ سِّ ۡٚ ٛذَ ِٓ ٍِ  ىۡ شَ ۡٛ َٔ ٚكََُٕاَ سَجُهَ ٌِ فشََجُمٞ  ٍَ  ٱيۡشَأتَاَ ٌَ يِ ٕۡ ًٍَّ تشَۡضَ ٓذََآَٰءِ يِ  ٱنشُّ

ا  ًَ ُٓ شَ إحِۡذَى  ا فتَزَُكِّ ًَ ُٓ ٖ   أٌَ تضَِمَّ إحِۡذَى  لََ ٚأَۡبَ  ٱلۡۡخُۡشَ ٓذََآَٰءُ َٔ لََ تسَۡ  ٱنشُّ َٔ  
 
اْ أٌَ تكَۡتثُُُِٕ   َ إِرَا يَا دُعُٕاْ َٰٕٓ ًُ

ٔۡ كَثِٛشًا  َٰٓ صَغِٛشًا أَ  ٗ ِّ  إنَِ نِكُ   ۦ أجََهِ
ِ ىۡ ألَۡسَطُ عُِذَ رَ  شَجً  ٱللَّ ٌَ تجَِ  َٰٓ أٌَ تكَُٕ اْ إلََِّ َٰٕٓ َٰٓ ألَََّ تشَۡتاَتُ  ٗ أدَََۡ َٔ ذَجِ   َٓ وُ نهِشَّ َٕ ألَۡ َٔ

اْ إِرَا تثَاَٚعَۡتُ  َٰٔٓ ذُ ِٓ أشَۡ َٔ كُىۡ جُُاَحٌ ألَََّ تكَۡتثُُْٕاَۗ  ۡٛ سَ عَهَ ۡٛ ُكَُىۡ فهََ ۡٛ لََ ٚضَُآَٰسَّ كَاتِ  ىۡ  حَاضِشَجّٗ تذُِٚشََُٔٓاَ تَ لََ َٔ َٔ ةٞ 

 ُ إٌِ تفَۡعَهُٕاْ فإَََِّّ َٔ  
ِٓٛذٞ  َٔ  ۥشَ َۖۡ  ٱتَّمُٕاْ فسُُٕقُُۢ تكُِىۡۗ  كُىُ  ٱللَّ ًُ ٚعَُهِّ َٔ ُۗ ُ َٔ  ٱللَّ ءٍ عَهِٛىٞ  ٱللَّ ۡٙ   ٢٨٢تِكُمِّ شَ

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

                                                             
1
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menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang 

saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, 

Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-

orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang 

lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi 

itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, 

untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian 

itu, lebih adil disisi Allah,lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu.jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu 

juga  saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu 

suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu.
2
 

 

Di Negara Indonesia Banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha 

menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan.
3
 Salah 

satunya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI)yang berdiri pada tahun 1992, maka 

timbul peluang mendirikan bank-bank yang menjalankan prinsip Syari’ah. 

Diantaranya berdirilah Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) di berbagai daerah 

kabupaten/kota di Indonesia. 

Karena kurangnya  kiprah BMI dirasakan oleh masyarakat tidak dapat 

menjangkau seluruh daerah Kabupaten/Kota sampai ke daerah kecamatan dan 
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pedesaan, maka sangat perlu didirikan lembaga keuangan yang disebut BPRS 

tersebut. Namun, setelah didirikan banyak  BPRS, ternyata dengan adanya BPRS juga 

dirasakan kurang dapat berkembang pesat untuk menjangkau masyarakat pedesaan, 

maka didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yang disebut Baitul 

Maal Wattamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional 

pelaksanaan sistem ekonomi Syari’ah di berbagai daerah diIndonesia.
4
 

Ada tiga landasan koperasi syariah yaitu koperasi syariah berlandaskan  

Pancasila dan Undang-undang 1945, koperasi syariah berazaskan kekeluargaan, 

koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan 

saling tolong menolong dan saling menguatkan. Koperasi syariah adalah dalam 

melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang 

mengacu dan berpedoman  pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia.
5
BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, produk-produk yang ditawarkan antara lain yaitu: 

mudharabah, qardul hasan, dan murabahah.
6
Murabahah adalah jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, 

penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli danmenentukan tingkat 

                                                             
4
Husni Thamrin, Ekonomi dan Manajemen suatu perspektif, (Pekenbaru: Lembaga Peneliti, 

2009), Edisi I, Cet I, h. 12. 
5
Nisa Fm,Jurnal Ilmiah, Pentingnya Pengenalan Tentang Koperasi Syariah Melalui 

Pendidikan  dan Pelatihan.  
6
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, Maret 2011),ed. 

Revisi, cet. Ke-11, h. 189. 
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keuntungan yang disepakati.
7
Adapun landasan hukum dari murabahah yang terdapat 

dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, 

أحََمَّ ... َٔ ُ عَ  ٱللَّ ۡٛ وَ  ٱنۡثَ حَشَّ اْ َٔ  ٕ تَ  ...ٱنشِّ

Artinya: …“padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”...
8
 

 

 Ayat di atas sangat jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, karena jual beli merupakan kegiatan yang tidak terlepas dalam 

kegiatan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perbankan 

syariah dikenal dengan produk murabahah dan pada produk murabahah ini jauh dari 

praktek riba. 

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap 

dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun 

tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah.  

Dalam Islam salah satu cara penyelesaiannya tertuang dalam QS. Al – 

Baqarah (2): 280, 

إٌِ َٔ  ٌَ ٕ ًُ شٞ نَّكُىۡ إٌِ كُُتىُۡ تعَۡهَ ۡٛ أٌَ تصََذَّلُٕاْ خَ َٔ سَشَجٖ   ۡٛ ٗ  يَ ٌَ رُٔ عُسۡشَجٖ فَُظَِشَجٌ إنَِ   ٢٨ٓكَا

 

                                                             
7
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

Press,2001), Cet. Ke-1, h. 101. 
8
Departemen Agama RI, op. cit, h. 47. 
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Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.
9
 

 

Melihat ayat di atas bahwasanya orang yang mengalami kesusahan untuk 

melunasi hutangnya maka berilah tangguh waktu kepadanya sampai ia mampu untuk 

melunasi hutang tersebut. Islam dalam menyelesaikan masalah hutang 

mengedepankan aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk menghindarkan 

perselisihan yang akan timbul oleh masalah tersebut dan membuat kerukunan 

diantara umat manusia. Dengan melaksanakan upaya Restrukturisasi Pembiayaan 

diharapkan dapat memberi solusi terhadap hambatan pembiayaan. Restrukturisasi 

adalah upaya yang dilakukan oleh BMT dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya. 

 Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali tagihan 

Murabahah. Ketentuan penyelesaian yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS 

boleh melakukan restrukturisasi dalam rangka penjadwalan kembali tagihan 

Murabahah  bagi nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jumlah dan 

waktu yang telah disepakati. Penjadwalan kembali tagihan Murabahah dilakukan 

dengan ketentuan:
10

 

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa 

                                                             
9
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2. Pembebanan biaya dalam proses penjualan kembali adalah biaya riil. 

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

Kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat 

tentunya harus dimbangi dengan banyaknya simpanan yang di peroleh koperasi. 

BMT tidak dapat berjalan dan berkembang tanpa adanya penerimaan uang dalam 

bentuk simpanan. Kemampuan BMT dalam memperoleh laba (Profitabilitas) 

tercemin pada laporan keuangan. Kurangnya modal yang dimiliki BMT dapat 

berdampak pada profitabilitas BMT. 

Keberlangsungan usaha suatu BMT yang didominasi oleh aktivitas 

pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama 

lembaga BMT dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi 

usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan BMT yang optimal dalam aktivitas 

Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. 

BMT selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi mitra 

usaha. Sebaliknya, BMT juga menginginkan bahwa nasabahnya akan dapat 

membayar kembali angsurannya. Oleh karena itu BMT tidak pernah menginginkan 

terjadinya kemacetan pembayaran angsuran oleh pihak peminjam. Namun, tidak 

mustahil setelah dananya mencair  olehBMT kepada peminjam tersebut mengalami 

ketidaklancaran (wanprestasi).
11
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Yang termasuk dalam faktor internal penyebab terjadinya pinjaman 

bermasalah adalah : 

1. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia berpengaruh besar pada kemajuan sebuah 

koperasi.Segala keputusan dan kebijaksanaan yang dihasilkan dari seluruh 

orang yang berwenang menjadi dasar dari pertumbuhan koperasi.Apabila 

orang-orang dalam menangani segala permasalahan yang ada 

didalamnya.Semakin berkualitas para karyawan, maka semakin 

berkualitas pula koperasi  yang dipimpinnya. 

2. Operasional 

Operasional merupakan operasional dalam instansi keuangan penting bagi 

kelancaran segala proses yang didalamnya. Jika operasional terhambat 

maka segala kinerja koperasi akan terganggu, begitu pula sebaliknya bila 

operasional lancar maka kinerja koperasi akan berjalan lancar. 

Faktor eskternal: 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar koperasi (dari 

debitur). Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Kondisi bisnis 

Kondisi bisnis yang dialami oleh nasabah menjadi patokan kelancaran 

pembayaran pinjaman.Sebab pinjaman yang diberikan sebagian besar 

digunakan debitur untuk mengembangkan usahanya. Jadi jika usahanya  

bermasalah maka kemungkinan besar pinjamannya akan masalah pula. 
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2. Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan 

aturan atau pembatasan. Regulasi dari pemerintah dalam menetapkan 

aturan-aturan mengenai Koperasi juga berpengaruh pada koperasi itu 

sendiri. 

Terhadap nasabah mampu yang menunda- nunda pembayaran pada 

piutangnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan fatwa DSN No.17 tahun 2000 

tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dari beberapa 

ketentuan itu adalah 

1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja. 

2. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan force 

majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan / tidak 

mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 

boleh dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. 
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Berkembangnya suatu lembaga keuangan akan semakin besar pula resiko 

yang akan dihadapi. Melihat banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan 

murabahah maka resiko yang dihadapi akan semakin besar pula. Adapun resiko atau 

masalah yang akan timbul antara lain: 

1.  Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam 

akad. 

2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan 

yang disengaja.
12

 

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan  tidak terlepas dari lembaga 

keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit  bagi masyarakat 

yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga 

keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang 

membutuhkan, baik kegiatan produktif maupun komsutif. Namun sepandai apapun 

analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, 

kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur 

dari pihak perbankan dalam menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, 

sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprekdisi sebelumnya dari pihak nasabah 

adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar 
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kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet, dapat 

dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar. 

Table I.1 

Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Nasabah Bermasalah di Baitul Maal 

Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Rumbai  

N

O 
Tahun 

Jumlah 

Nasabah 

Jumlah 

Pembiayaan 

Jumlah 

Bermasalah 

Jumlah Pembiayaan 

Macet 

1 2014 610 23.122.880.700,- 160 2.135.178.616,- 

2 2015 521 18.156.540.897,- 127 1.753.617.370,- 

3 2016 467 19.421.597.800,- 112 991.142.487,- 

Sumber : BMT Al-Ittihad 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari jumlah pembiayaan bermasalah 

Murabahah yang persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan 

jumlah Rp. 2.135.178.616,-. Dan jumlah pembiayaan bermasalah Murabahah yang 

persentase paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan jumlah 

Rp.991.142.487,- . terjadinya penurunan dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2014 hingga 

2016. 

 Dalam pemberian pembiayaan yang efisien dan efektif diharapkan bank dapat 

memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh perusahaan atau masyarakat. 

Namun dalam realisasinya pembiayaan yang disalurkan tidak selalu berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan pihak bank karena tidak semua nasabah mampu 

mengembalikan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu. Adanya debitur yang 

melakukan wanprestasi dalam pelunasan pembiayaan sehingga menyebabkan 

terganggunya aktivitas bank atau bahkan menyebabkan kerugian bagi pihak bank, 
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terjadinya tunggakan yang mengakibatkan menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini 

juga terjadi pada BMT Al-Ittihad yang mana anggota yang mengajukan pembiayaan 

murabahah di kategorikan wanprestasi tidak mampu mengembalikan pembiayaan  

dengan benar dan tepat waktu. Dari sisi lain BMT mempunyai analisis jika diberi 

Reschuduling dengan cara memperpanjang jangka waktu maka anggota cenderung 

menunda-nunda pelunasan sampai waktu akad habis sehingga kemungkinan 

pembiayaan tetap macet. Dan sesuai hasil investigasi dari Account Officer 

menyatakan bahwa anggota mampu dan segaja menunda pembayaran, jika diterapkan 

denda berdasarkan surat perjanjian yang dibuat pihak BMT Al-Ittihad sesuai dengan 

ketentuan fatwa DSN (MUI)  bagi nasabah wanprestasi yang menunda-nunda 

pembayaran, pihak BMT takut adanya unsur keterpaksaan di dalam penyelesaian 

pembiayaanya dan adanya pengembalian diluar kesekapakatan pembiayaan  

Murabahah tersebut .
13

 

Oleh karena itu, melihat dari fenomena banyaknya lembaga keuangan syariah 

dalam menyalurkan pembiayaan  yang sama tetapi didalam penyelesaian juga 

terdapat perbedaan. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh 

setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah juga 

sesuai dengan prinsip syariah.  
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Martin, Wawancara, 24 Desember 2016. 
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Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad 

Murabahah menurut Fatwa DSN No.17 tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil 

Al-Ittihad Cabang Rumbai”. 

B. Batasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan 

yang diinginkan, penulis terlebih dulu membatasi permasalahan yang akan di 

teliti yaitu Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah 

menurut Fatwa DSN No.17 tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad 

Cabang Rumbai. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di 

Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai? 

2. Apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah telah sesuai 

dengan fatwa DSN (MUI) No.17 tahun 2000? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad 

Murabahah di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad cabang Rumbai. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad 

Murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN (MUI) No.17 tahun 2000. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan 

pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ekonomi syariah. 

b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang membahas tentang penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah dan penanganannya. 

c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu memaparkan serta 

menggambarkan keadaan  dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang 

terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif yang 
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disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua referensi yang telah 

dikumpulkan.
14

 

Penelitian ini dilakukan di BMT Ittihad cabang Rumbai yang berlokasi di 

Komplek Damar No. 610, Camp PT. Chevron Pasific Indonesia, Rumbai Pesisir 

Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan bagian 

pembiayaan serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Baitul Maal 

Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. Sedangkan objeknya 

adalah Penyelesaian Bermasalah pada Akad Murabahah dan Fatwa DSN No.17 

tahun 2000 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad Cabang Rumbai. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu 

penelitian.
15

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1orang pimpinan BMT 

Al-Ittihad, 2 orang bagian pembiayaan serta nasabah yang mengalami pembiayaan 

bermasalah pada tahun 2014-2016 di Baitul Maal Wattamwil Al-Ittihad cabang 

Rumbai sebanyak 399. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap 

                                                             
14

Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta:bumi aksara, 1996), h. 24. 
15

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta, PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Pertama, h. 161. 
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dapat mewakili populasi tersebut
16

. Mengingat jumlah populasi cukup besar dan 

keterbatasan penelitian maka diambil sampel nasabah yang bermasalah dengan 

mengunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan 0,1 atau 10% dari jumlah 

populasi yang ada.
17

 

n = N/ (1+N.(e)
2
) 

n = 399/(1+399.(0,01)
2
) 

n = 399/ 4,99 = 79,9 dibulatkan menjadi 80 orang. 

keterangan: 

N = Jumlah total populasi 

n  = Jumlah sampel 

e  = Batas toleransi error 

 

Sehingga jumlah sampel ditentukan 80 orang, jadi total sampel keseluruhan 

83 orang. Dengan penyebaran angket mengunakan metode accidental sampling 

adalah
18

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti juga sesuai dengan karakteristik masalah 

penelitian dapat digunakan sebagai sampel. 
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Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik1(Statistik Deskriptif), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002), h. 12. 
17

Juliansyah, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Edisi 

Pertama, h. 158. 
18

Ibid, h. 57. 
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4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang secara langsung dengan pengelola, yang menjadi 

sumber dari data primer adalah pihak Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad 

Rumbai Pesisir Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dokumentasi, dan informasi lainnya 

yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan lansung ke lokasi dan mencatat secara 

sistematis terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab lansung dengan nasabah dan 

karyawan BMT terkait dengan data penelitian. 

c. Angket digunakan untuk memperoleh data primer yaitu segala data, fakta dan 

keterangan yang berlaku. Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang 

dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat. 

d. Data Kepustakaan, penulis menelaah buku-buku referensi terkait, dokumen 

penelitian terdahulu yang ada yang ada kaitannya dengan persoalan yang 

diteliti. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif 

yaitu setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian 
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berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan 

dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Sehingga diperoleh 

gambaran yang utuh. 

7. Metode Penulisan 

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang terkumpul, penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Metode Deduktif yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Induktif yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang adakaitannya 

dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara 

umum. 

c. Metode Deskriptif yaitu dengan menggunakan fakta-fakta serta menyusun 

menjelaskan kemudian menganalisanya. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka perlu disusun suatu 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Berisi tentang gambaran umum Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-    

IttihadRumbai Pesisir Pekanbaru yang berisi tentang sejarah 

berdirinya, Visi dan Misi, sruktur organisasi, job description dan 
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produk di BMT Al-Ittihad. Serta kasus pembiayaan bermasalah dan 

penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Al-Ittihad cabang Rumbai. 

BABIII : Berisi tentang teori dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di 

BMT Ittihad cabang Rumbai 

BAB IV  : Berisi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad 

Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI pada BMT Al-Ittihad cabang 

Rumbai. 

BAB V : Berisi tentang kesimpulan atau jawaban yang diperoleh berdasarkan   

penelitian serta saran yang dijadikan masukan. 

 

 

 


